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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan maka apabila kamu 
sudah selesai dalam suatu urusan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan mullah hendaknya kamu 
berharap (Q.S. Al-Insyiroh: 6-8) 
 Jadikanlah kesabaran dan sholatmu sebagai penolong dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk 
(Q.S. Al-Baqoroh: 45) 
 Jika bisa menjadi yang terbaik maka menjadi baik saja tidak cukup 
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ABSTRAK 
Nama : Sindy Aprilianti 
NIM :  10500113197 
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan   
Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Barru (Studi Putusan 
Pengadilan Negeri No.1/pid.Sus/2016.Pnbr) 
 
 Pokok masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk penerapan undang-
undang perlindungan anak terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak (Studi 
putusan No.01/Pid.Sus/2016.PNBR) di Pengadilan Negeri Barru? (2) Bagaimanakah 
dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap tindak pidana 
pencurian yang dilakukan oleh anak (Studi putusan No.01/Pid.Sus/2016.PNBR) di 
Pengadilan Negeri Barru.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan kasus 
kriminalitas oleh anak pada pengadilan negeri barru terkait putusan hakim yaitu 
Putusan Pengadilan Negeri No.1/pid.Sus/2016.Pnbr. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah penelitian yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan 
penelitian hukum empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data 
primer dan data sekunder. Penelitian ini tergolong dari penelitian dengan jenis data 
kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari hakim di 
Pengadilan Negeri Barru. 
Hasil peneilitan menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan dan 
kesimpangsiuran mengenai penanganan kasus anak yang bermasalah. Diversi hadir 
menjadi mediator dalam penanganan kasus kriminalitas oleh anak. 
            Implikasi penelitian yaitu : 1. Pihak keluarga dan orang tua merupakan 
pencegahan pertama bagi anak agar tidak melakukan tindak pidana, karna kedudukan 
keluarga dan orang tua sangat fundamental dan mempunyai peranan sangat penting 
dalam mendidik anak. 2. Jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan 
haruslah teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat bahwa surat 
dakwaan merupakan dasar hakim dalam mengambil keputusan terhadap pelaku di 
dalam persidangan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A.    Latar Belakang Masalah 
Islam memberikan hukuman berat terhadap perbuatan mencuri, yaitu 
hukuman potong tangan atas pencuriannya, dalam hukuman ini terdapat hikmah yang 
jelas, bahwa tangan yang berkhianat dan mencuri merupakan organ yang sakit. Oleh 
karna itulah, tangan tersebut harus di potong agar tidak menular kepada orang lain 
sehingga jiwanya selamat. Pengorbanan salah satu organ demi kemaslahatan jiwa 
merupakan hal yang dapat di terima oleh agama dan rasio. Hukuman potong tangan 
dapat di jadikan peringatan bagi orang yang dalam hatinya tersirat niat hendak 
mencuri harta orang lain. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa hukum potong tangan 
wajib dilakukan meskipun yang mencuri adalah keluarga dekat. Sebagaiamana 
ditegaskan oleh Rasulullah saw. dengan sabdanya beliau “sekiranya Fathimah binti 
Rasulullah yang mencuri pasti akan dipotong tangannya”. Dalam QS. Al- Maidah 
ayat 38, Allah berfirman; 
 َّسلاَو ُقِرا َّسلاَو. ٌميِكَح ٌزيِزَع ُّاللَّو ِّاللّ َن ِّم ًلااََكن اَبَسَك اَِمب ءاَزَج اَُمَهيِدَْيأ ْاىَُعطْقَاف َُةقِرا  
Artinya;  
“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai 
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siksaaan dari allah.  dan allah maha perkasa lagi maha bijaksana.(QS Al-
Ma‟idah[5]:38).1 
 Adapun hadist yang lain yaitu: 
 َِةاْشَملْا ُْنأَش ُْمٍ َّمٌَ َا اًشْيَُشق ََّنا َتَِشئاَع ْهَع ِالله َل ُْ ُسَس اٍَ ِْيف ُّملَُكي ْهَم ا ُْ ُلَاَقف َْتقَشَس ِْيتَّلا ِتَّيِم َْ ُزْخَملْا
ا ُْ ُلَاَقف ؟ص:  ُتَماَُسا ًَُمَّلََكف ؟ص ِالله ِل ُْ ُسَس ُّبِح ُتَماَُسا َِّلاا ًِ َْيلَع ُئَِشتَْجي ْهَم َ .  ِالله ُل ُْ ُسَس َلَاَقف
ص:  ِالله ِد َْ ُذُح ْهِم ّذَح ِْيف َُعفَْشَتا َلَاَقف َبََبتْتَاف  ََاق َُّمم ؟ :  َْبق َهْيِزَّلا ََكل ٌْ َا اَمَِّوا ،ُساَّىلا اٍَ َُّيا ْمٍُ ََّوا ْمَُكل
 اَِرا ا ُْ ُواَك َّذَحلْا ًِ َْيلَع ا ُْ ُمَاَقا ُفْيِع َّضلا ُمٍِ ِْيف َقَشَس اَِرا َ  ،ُي ُْ ُكََشت ُفْيِش َّشلا ُمٍِ ِْيف َقَشَس .  ُْ َل ،ِالله ُمَْيا َ
 َف ََّنا ِطا َْتقَشَس ٍذ َّمَحَُمتِْىب  َتَماٌَ ََذي ُتَْعَبَقل .  ملسم3: 1315 
Dari „Aisyah, ia berkata : Sesungguhnya orang-orang Quraisy disibukkan oleh 
kejadian seorang wanita Makhzumiyah yang mencuri. Mereka berkata, “Siapa orang 
yang berani menyampaikan masalah itu kepada Rasulullah SAW (agar mendapat 
keringanan hukuman )”. Lalu diantara mereka ada yang berkata, “Siapa lagi yang 
berani menyampaikan hal itu kepada beliau kecuali Usamah kecintaan Rasulullah 
SAW?”. Lalu Usamah menyampaikan hal itu kepada beliau. Maka Rasulullah SAW 
bersabda kepada Usamah, “Apakah kamu akan membela orang yang melanggar 
hukum dari hukum-hukum Allah?”. Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah. Beliau 
bersabda, “Hai para manusia, sesungguhnya yang menyebabkan hancurnya orang-
orang sebelum kalian bahwasanya mereka itu apabila orang terhormat di kalangan 
mereka yang mencuri, mereka membiarkannya, tetapi jika orang lemah diantara 
mereka yang mencuri, mereka menghukumnya”Demi Allah, seandainya Fathimah 
                                                          
1 Departemen  Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemah Disertai Tafsir Ringkas 
Ibnu Katsir (Bandung: Jabal  Raudhotul  Jannah, 2009), h. 114 
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bint Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya”. [HR. Muslim juz 3, hal. 
1315]. 
Dengan demikian, ia tidak berani mengulurkan tangannya mengambil harta 
orang lain. Dengan demikian pula, harta manusia dapat di jaga dan dilindungi.
2
 
  Berbicara mengenai anak dan perlidungannya tidak akan pernah berhenti 
sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, 
yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai objek pelaksana pembangunan 
berkelanjutan dengan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak 
terkecuali Indonesia.
3
 
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 
anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, 
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dan  kekerasan diskriminasi
4
. 
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup 
manusia dan keberlangsungan bangsa dan Negara, dalam konstitusi Indonesia anak 
memiliki peran strategis, hal ini secara tegas di nyatakan bahwa Negara menjamin 
setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak 
                                                          
2
 Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam, Cet. I, (Bandung: 
CV.Pustaka Setia, 2013). h. 330. 
3
 Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Jakarta: Raja 
Grafindo,hal : 1 
4
 Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak. 
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atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karna itu kepentingan terbaik 
bagi anak patut di hayati sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup 
manusia. Konsekuensi dari pasal 28B undang -undang dasar Negara republik 
Indonesia perlu di tindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang 
bertujuan untuk melindungi anak.
5
 
Perlindungan anak termuat dalam pasal 66 UU NO.39 tahun 1999 tentang hak 
asasi manusia. Pertama, setiap setiap anak berhak untuk tidak di jadikan sasaran 
untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan hukuman yang tidak 
manusiawi. Kedua, hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan 
pada pelaku pidana yang masih anak. Ketiga, setiap anak berhak untuk tidak di 
rampas kebebasannya secara melawan hukum. Keempat, pengkapan, penhanan, atau 
pidana penjara anak hanya boleh di lakukan sesuai hokum yang berlaku dan hanya 
bisa di laksanakan sebagai upaya terakhir. Kelima, setiap anak yang di rampas 
kemerdekaanya berhak mendapatkan perilaku secara manusiawi dan dengan 
memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dan hanya di pisahkan 
dengan orang dewasa. Keenam, setiap anak di rampas ke bebasannya berhak untuk 
memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif pada setiap tahapan 
upaya hokum yang berlaku. Ketujuh, setiap anak yang di rampa kebesannya berhak 
                                                          
5
  http://www.djpp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43- 
sosialisasi/571-sosialisasi-ruu-sistem-peradilan-pidana-anak.html diakses pada tgl 28 
 januari 2015. 
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membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan 
tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
6
  
Dalam pasal 45 KUHP yang berisi mengenai kriteria dan umur anak yang di 
ajukan ke sidang pengadilan karna kejahatan yang di lakukan di lakukannya apabila 
anak tersebut telah mencapai umur 16 (enam belas) Tahun.
7
  Sedangkan melihat pada 
undang undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, pasal 4 yang menetapkan 
batas umur anak yang dapat di jatuhi hukuman atau sanksi pidana terdapat perbedaan. 
Dalam pasal tersebut di terangkan bahwa umur anak 8 (delapan ) tahun tapi belum 
mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
8
 Pengklafikasian umur 
dalam peradilan anak dalam peradilan anak akan menjadi sangat penting dalam 
menentukan dapat tidaknya seseorang di jatuhi hukuman, serta dapat tidaknya suatu 
tin dak pidana pertanggungjawaban kepadanya dalam lapangan kepidaaan.berbeda 
halnya dengan hukum pidana islam, seorang anak tidak akan di kenakan hukuman 
karna pencurian yang di lakukannya, karna tidak ada beban tanggung jawab hukum 
terhadap seorang anak umur berapapun sampai dia mencapai umur dewasa (baliq), 
hakim berhak menegur kesalahannya atau menerapkan beberapa pembahasan baginya 
                                                          
6
  Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi 
dan Restorative Justice, (Bandung : PT Refika Aditama, 2009), h.10. 
7
 Soesilo, Kitab Undang-Undang Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum 
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yang akan membantu memperbaikinya dan menghetikannya dari membuat kesalahan 
di masa yang akan datang.
9
   
Kabupaten barru merupakan salah satu daerah tingkat II diprovinsi Sulawesi 
selatan, ibu kota kabupaten ini terletak dikota barru. Kabupaten ini memiliki luas 
wilayah 1.174.72 km
2
 dan berpenduduk sebanyak 159.235 jiwa.Barru merupakan 
salah satu kabupaten dengan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi khususnya 
kriminalitas anak-anak yang berada diambang batas. Arah pergaulan yang negatif, 
pelanggaran norma kesopanan dan berbagai macam tindakan menyimpan yang 
mempengaruhi perilaku kriminal oleh anak-anak. Perilaku hidup hedonisme, 
peralihan masa kanak-kanak ke remaja dan berbagai macam hal lainnya yang menjadi 
faktor, baik secara langsung maupun tidak langsung penyebab terjadinya tindak 
pidana kriminalitas pada anak, tercatat ada 4 (empat) orang anak yang menekam 
dilembaga Pemasyarakatan kabupaten Barru sebagai narapidana, 3 orang diantaranya 
lelaki dan satu orang lagi anak perempuan. Angka yang lumayan untuk sebuah 
kabupaten kecil seperti barru. 
Undang-undang Republik Indonesia  Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak memberikan perlindungan Hukum bagi anak dibawah umur yang 
melakukan tindak kriminal. Fenomena perilaku menyimpang pada anak dibawah 
umur sudah menjadi pemberitaan mainstream diberbagai media, hal tersebut 
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 Abdur Rahman I, Tindak Pidana Dalam Syari‟at Islam, diterjemahkan oleh 
Wadi Masturi, Syari‟ah The Islamic Law, Cet ke-1, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h.16 
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mengisyaratkan bahwa tindak pidana sudah meraja lela sudah menjadi hal yang 
lumrah namun sangat mengahwatirkan sehingga perlu penanganan serius dan segera  
untuk menekan tingkat kriminalitas dikalangan anak-anak 
B.   Rumusan Masalah 
1. Bagaimana bentuk penerapan undang-undang perlindungan anak terkait tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak (Studi putusan No.01/Pid.Sus/2016.PNBR) di 
Pengadilan Negeri Barru? 
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap 
tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak (Studi putusan 
No.01/Pid.Sus/2016.PNBR) di Pengadilan Negeri Barru? 
C.  Tujuan Penelitian 
Adapun Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah 
1. Untuk mengetahui bentuk upaya perlindungan hukum bagi anak dibawah 
umur yang melakukan tindak pidana Pencurian dikabupaten barru 
2. Untuk mengetahui bagaimana skema pengambilan putusan oleh hakim 
terhadap kasus pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur 
  D. Manfaat/ Kegunaan Penelitian  
selanjutnya, melalui peneliti ini penulis berharap dapat memberikan manfaat/ 
kegunaan antara lain : 
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a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan mengenai dasar 
pengambilan keputusan dalam sidang sebuah kasus Pidana khususnya 
yang menyangkut Kriminalitas Oleh anak. 
b. Memberikan peringatan bagi khalayak luas khususnya orang tua mengenai 
rawannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga orang tua 
dapat lebih protektif dan memberikan perhatian lebih kepada anak. Oleh 
karena itu orang tua memiliki peran penting dalam menekan angka 
kriminalitas dikalangan anak. 
c. Dalam kajian ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat 
memberikan sumbangsih pemikiran yang dapat digunakan sebagai 
referensi untuk penelitian dimasa mendatang. 
d. Manfaat bagi pemerintahan, skripsi ini diharapkan menjadi tolak ukur 
pemerintah dalam menetapkan kebijakan khususnya mengenai undang-
undang perlindungan anak terkait tindak kriminalitas oleh anak. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian  
1. Anak 
            Dalam pasal 1 undang undang No.23 tahun 2002 tentang  perlindungan 
anak di tegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun 
(delapan belas) tahun, termasuk anak  yang  masih dalam kandungan. Menurut  UU 
No.4 tahun 1997 tentang  kesejahteraan anak, anak adalah potensi serta penerus cita-
cita bangsa yang dasar –dasarnya telah di letakkan oleh generasi  sebelumnya. Hal  
ini selaras  dengan  pengertian anak dalam UU No.3 tahun 1997 tentang pengadilan 
anak dan PP No. 54 tahun 2007 tentang  pengangkatan anak . ketentuan tersebut 
menerangkan bahwa anak  yang masih dalam kandungan pun di kategorikan anak 
sampai  dengan anak berusia 18 tahun. 
          Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan 
makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi 
perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga 
member kesempatan bagi anak  untuk belajar tingkah laku yang penting untuk 
perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.
10
  Dari beberapa 
terminologi tersebut pada prinsipnya , anak adalah pribadi yang memiliki peranan 
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strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih 
memerlukan peran orang tua dalam memelihara , mendidik dan mengarahkan dalam 
mencapai kedewasaanya. 
Anak adalah merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan 
manusia, karena pada masa anak-anaklah sesungguhnya karakter dasar seseorang 
dibentuk baik yang bersumber dari fungsi otak maupun emosionalnya. Berkualitas 
atau tidaknya seseorang di masa dewasa sangat dipengaruhi oleh proses pengasuhan 
dan pendidikan yang diterima di masa kanak-kanaknya. Dengan kata lain, kondisi 
seseorang di masa dewasa adalah merupakan hasil dari proses pertumbuhan yang 
diterima di masa anak-anak. Adapun faktor-faktor dominan yang mempengaruhi 
pembentukan dan pertumbuhan anak adalah orang tua, sekolah dan lingkungan. 
Ketiga faktor tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.  
Dalam hal mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu perumusan 
yang dimaksud dengan anak, termasuk mengenai batasan umur. Sampai saat ini 
ternyata masih banyak, terdapat perbedaan dan pendapat mengenai pengertian anak.   
Di Indonesia sendiri pengertian anak beserta umurnya diatur menurut bidang 
hukum masing-masing dan juga terdapat dalam penggunaan berdasarkan kebutuhan. 
Dalam hal ini dapat dilihat pengertian anak beserta batasan umur menurut ketentuan 
hukum terdapat perbedaan tolok ukur. Batasan usia dewasa merupakan hal penting 
untuk menentukan ada tidaknya tanggung jawab seseorang. Dalam melakukan suatu 
perbuatan. Kenyataannya, dewasa ini batasan usia masih merupakan permasalahan 
11 
 
yang belum mendapat pemecahan final
11
.  Apabila dijabarkan lebih intens, detail dan 
terperinci maka ada beberapa batasan umur dari hukum positif Indonesia tentang 
batasan umur bagi seorang anak  yaitu:  
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak  
Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU  No. 3 Tahun 1997 ditentukan bahwa 
anak merupakan orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai sebelum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam ketentuan 
undang-undang ini ditentukan batas minimal dan maksimal untuk dapat disebut anak.  
2.   Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 
Menurut ketentuan ini Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c UU No. 12 Tahun 
1995 ditentukan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak Pidana, anak Negara 
dan anak Sipil untuk dapat dididik di Lapas anak adalah paling lama sampai berumur 
18 (delapan belas) tahun. 
3.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal  50 ayat (1) UU No. 1 
Tahun 1974, batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan 
belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. 
4.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
                                                          
11
 Lilik Mulyadi : 2005 : 5-7, 
12 
 
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 batasan umur anak di sidang 
Pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur  di bawah 
15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin.   
5.  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
maka anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) 
tahun dan belum kawin. 
6.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 
Menurut  ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 maka 
anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan 
belum pernah kawin. 
7. Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah  Agung Republik Indonesia 
Dalam Hukum Adat Indonesia maka batasan umur untuk disebut anak bersifat 
pluralistis. Dalam artian criteria untuk menyebut bahwa sesorang tidak lagi disebut 
anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya : telah kuat gawe, akil 
baliq, menek bajang dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Yurisprudensi 
Mahkamah Agung RI yang berorientasi kepada hukum adat di bali menyebutkan 
batasan umur anak adalah dibawah umur 15 (lima belas) tahun seperti Putusan 
mahkamah Agung RI Nomor: 53 K/Sip/1952, kemudian didaerah Jakarta adalah 
13 
 
dibawah umur 20 (dua Puluh) tahun Seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 
601 K/Sip/1976. 
8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Didalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa “dalam menuntut anak yang 
belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, 
hakim dapat memutuskan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan 
kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dipidana apaupun ; atau 
memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa dipidana 
apapun”.   
Memberikan batasan umur anak dalam Pasal 45, Pasal 283 angka 1, Pasal 287 
angka 1 dan Pasal 290 angka 2 KUHP, yang isinya adalah sebagai berikut :  
1) Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, 
walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun.  
2)  Memerintahkan supaya si pelaku pidana diserahkan kepada pemerintah. 
3) Menghukum si pelaku pidana   
Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa 
anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan
12
. 
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9. Komisi Perlindungan Anak No.61 Tahun 2016 Pasal 1 
    Komisi perlindungan anak Indonesia yang selanjutnya disingkat KPAI adalah yang 
bersifat independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 
tentang Perlindunagan anak sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang 
Nomor 35 tahun 2014.. 
Anak menurut KUHPidana lebih di utamakan pemahaman terhadap hak anak 
yang dilindungi, karna secara kodrat mempunyai substansi yang lemah dan didalam 
sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk 
pertanggung jawaban sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang normal. 
Jika dilihat dari pasal 45 maka anak diartikan seseorang yang belum dewasa, yaitu 
apabila belum berumur 16 tahun. Oleh karna itu, jika anak tersebut tersangkut dalam 
perkara pidana maka pengadilan dapat memerintahkan supaya anak itu dikembalikan 
ke orangtuanya, walinya, atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukum, 
atau memerintahkan supaya diserahkan ke pemerintah dengan tidak dikenakan suatu 
hukuman. Dengan demikian KUHPidana telah memberikan perlindungan terhadap 
anak yang telah kehilangan kemerdekaan, karena mereka dipandang sebagai subjek 
hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga meski tetap dilindungi 
segala kepentingan dan mendapatkan Hak-Hak yang khas yang diberikan oleh Negara 
atau pemerintah.
13
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Anak menurut hukum islam adalah anak sebagai amanah tuhan yang maha esa 
senantiasa haruslah dijaga karna didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-
hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Agama islam memerintahkan untuk 
memlihara keturunan agar jangan sampai sia-sia, Islam menetapkan bahwa ketentuan 
keturunan menjadi hak anak, anak akan dapat menangkis penghinaan atau musibah 
terlantar. 
Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini 
adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang 
keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak allah swt dengan melalui proses 
penciptaan. Oleh karna anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan 
islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik 
lahir maupun bathin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang 
berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya 
untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.  
Dalam pengertian islam, anak adalah titipan allah SWT kepada kedua orang 
tua, masyarakat bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai 
rahmatan lila‟alamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung 
arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakni, dan diamankan sebagai 
implementasi amalan yang diterimah oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa 
dan Negara. 
16 
 
Kedudukan anak memberikan arti yang sangat penting bagi bapak dan ibunya 
bahkan lebih jauh dari itu anak sangat memberikan arti tertentu bagi keluarga. 
Beberapa hukum positif diIndonesia memberikan pengertian yang authentik tentang 
anak, pengertian tersebut pada dasanya terdiri dari persyaratan atau kualifikasi yang 
harus dipenuhi oleh seorang agar dapat disebut anak, umumnya kualifikasi yang 
dipergunakan adalah.
14
 
1. Batasan umur 
2. Status Perkawinan.   
Gagne menyatakan bahwa batasan usia seorang anak adalah individu yang 
mengalami pertumbuhan dan perkembangan verbal sebagai hasil proses mempelajari 
sesuatu yang di peroleh dari luar. Havinghurst (Singgih D Gunarsah 1992:8) 
menyebutkan bahwa seorang anak mengalami tugas-tugas dalam perkembangan 
(development task), yaitu tugas-tugas yang timbul pada atau kira-kira pada masa 
perkembangan tertentu yang bilamana berhasil akan menimbulkan kebahagiaan dan 
akan diharapkan berhasil pada tugas perkembangan berikutnya
15
. 
Menurut Koesnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam 
jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.” 
Oleh karena itu anak harus mendapatkan perlindungan yang berupa suatu interaksi 
antara fenomena yang ada, dan saling mempengaruhi. Perlindungan yang baik atau 
buruk bergantung pada fenomena tertentu, yang relevan, dan merupakan faktor 
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pendukung atau penghambat yang mempengaruhi adanya perlindungan anak 
tersebut
16
. 
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam 
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. 
Dengan demikian, anak-anak akan dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. 
Anak-anak perlu diperhatikan secara sunggguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai 
makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironinya anak-anak justru seringkali 
ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, 
dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran 
terhadap hak-haknya. Anak harus mendapatkan perlindungan hukum demi masa 
depan sehingga akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan secara wajar, 
karena anakanak adalah masa dimana manusia muda dalam umur muda dalam jiwa 
dan perjalanan hidupnya mudah terpengaruh untuk oleh keadaan sekitarnya Akan 
tetapi dalam hal ini, apabila anak melakukan kejahatan terhadap anak lain yang juga 
memerlukan perlindungan hukum, maka akibatnya sanksi pidana yang akan 
menantinya.  
Di dalam negara Indonesia sistem yang dianut untuk pemidanaan anak adalah 
bahwa sistem pertanggung-jawaban yang mengatakan bahwa, “Semua anak, asal 
jiwanya sehat dianggap mampu bertanggungjawab dan dituntut”. Seperti yang diatur 
di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak, bahwa sanksi pidana 
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Anak adalah setengah dari orang dewasa. Namun, terhadap anak yang dianggap 
mampu bertanggung-jawab tersebut masih tetap dimungkinkan untuk tidak dipidana, 
terutama bagi anak yang masih sangat muda, anak tersebut belum menyadari nilai 
maupun akibat serta ketercelaan dari tindakannya, sehingga kesalahannya ditiadakan. 
Pengaturan atas perlindungan anak termasuk sistem pemidanaan merupakan bagian 
dari pelindungan demi masa depan anak.  
2. Tindak Pidana  
Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak 
pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat 
atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah 
laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang 
dilarang oleh undang-undang harus di hindari dan barang siapa melanmggarnya maka 
akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban tertentu yang harus 
ditaati oleh setiap warga Negara wajib  dicantumkan  dalam undang-undang meupun 
daerah.
17 
Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumaskan dalam undang-
undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. 
Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan 
dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seorang mempunyai kesalahan 
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apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan 
pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.
18
 
Tindak pidana adalah perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan 
sesuatui yang memiliki unsure kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana, dimana menjatuhkan pidana terhadap pelaku adalah demi  
terpeliharanya tatib hukum dan terjaminjanya kepentingan umum.
19
 
Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu 
negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk : 
1.  Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang, dengan disertai  ancaman atau sangsi berupa pidana tertentu bagi barang 
siapa melanggar larangan tersebut, 
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar 
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimanayang 
telah diancamkan, 
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 
apabila ada orang yang    disangka telah melanggar larangan tersebut. 
Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum 
pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang 
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merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau 
perbuatan pidana atau tindak pidana.Tindak pidana merupakan suatu istilah yang 
mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk 
dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang 
kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan 
arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan 
istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. 
Berikut Pendapat oleh beberapa ahli tentang Pengertian Tindak Pidana, yaitu : 
Pengertian Tindak Pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang 
diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan 
hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu 
bertanggung jawab. 
Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma 
(gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak 
sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman trhadap 
pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 
kepentingan hukum. 
Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar 
hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh 
21 
 
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-
undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 
Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan isilah peristiwa pidana 
yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau 
doen positif) atau suatu melalaikan (natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan 
yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). 
Sementara itu, Moeljatno meyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg 
melanggar larangan tersebut.Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat 
sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. 
Van Hamamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, 
tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. 
Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai 
berikut : 
1. Diancam dengan pidana oleh hukum, 
2. Bertentangan dengan hukum, 
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld), 
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya, 
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum. 
Hukum Pidana adalah merupakan aturan yang akan diterapkan kepada orang 
yang melakukan tindak pidana dan telah terbukti kesalahannya di muka persidangan. 
22 
 
Akan tetapi apabila si pelaku dalam melakukan tindak pidananya bukan hanya 
dilakukannya sendiri melainkan dilakukan lebih dari dua orang bersekutu dan 
berlanjut, maka penerapan hukum pidana bagi yang bersangkutan secara teoritis 
harus senantiasa dihubungkan dengan “Ajaran Penyertaan dan teori Gabungan 
Tindak Pidana”. 
B. Dasar Perlindungan Hukum Bagi Anak 
Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka 
menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh, 
serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak 
mengecualikan pelaku tindak pidana anak, kerap disebut sebagai “Anak Nakal”. 
Anak yang memlakukan tindak pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 (angka 
1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, ialah orang yang telah mencapai 8 
Tahun tetapi belum mencapai 18 Tahun dan belim pernah Menikah. 
Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, dalam sistem hukum  pidana di 
Indonesia, pemerintah menunjukkan itikad baik secara implementasi dari 
peratifikasian dari beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan 
perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, dengan membentuk undang-undang 
No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
20
  
Dimana sebelum adanya undang-undang tersebut telah ada beberapa undang-
undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 merupakan hukum 
acara khusus yang diberlakukan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum 
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 https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-anak/ 
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pidana, yang sebelumnya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 Tentang Hukum Acara Pidana.  
Mengenai klarifikasi tindak pidana yang dilakukan terhadap anak, jauh 
sebelumnya para penegak hukum menggunakan kitab, undang-undang hukum pidana 
(KUHP). Berkaitan dengan peraturan perundag-undangan tersebut, maka seharusnya 
para penegak hukum, juga melihat kebelakan kembali. Bahwa masih terdapat 
undang-undang peraturan yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 
Tentang Kesejahteraan Anak. 
Dalam perkembangannya, undang-undang tentang kesejahteraan anak ini 
sering terabaikan dalam praktek penegak hukum. Padahal undang-undang tersebut 
belumlah dicabut atau dibekukan keberlakuannya. Mengenai perlindungan hukum  
terhadap anak masih terdapat di dalam beberapa undang-undang lain, misalnya pada 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang peratifikasian konvensi ILO mengenai usia 
minimum anak untuk di perbolehkan bekerja, dan keputusan persidangan nomor 39 
tahun 1990 tentang ratifikasi konvensi hak asasi anak (KHA) (yang disahkan majelis 
umum PBB 20 november 1989 ) yang merupakan cikal bakal terbentuknya undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.  
Dalam perspektif ilmu pemidanaan, Paulus Hadisuprapto (2003) meyakini 
bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (delinkuen) cenderung merugikan 
perkembangan jiwa anak dimasa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat 
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dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap Jahat). 
Dikemukakan juga Barda Nawawi Arif (1994), pidana penjara dapat memberikan 
stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan 
kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak yang akan membujat mereka sulit 
untuk kembali menjadi anak “Baik”21. 
Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut pasal 64 ayat 
(1) Undang-Undang Perlindungan anak, diarahkan kepada anaka-anak yang 
berkonflik dengan hukum dana anak korban tindak pidana berdasarkan pasal 64 ayat 
(2) UU Perlindungan anak, perlindungan bagi yang berhadapan dengan hukum 
dilaksanakan melalui: 
1. Perlakuan atasa anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; 
2. Penyediaan sarana dan prasarana khusus; 
3. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini; 
4. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang 
berhadapan dengan hukum; 
5. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua/keluarga; 
6. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk 
menghindari labelitas 
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 Atmasasmita, Romli, 1996, Sistem Peradilan Pidana Perseptif Eksistensialisme 
dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung 
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C. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian 
Masalah kejahatan pada dasarnya sudah ada semenjak manusia itu ada di 
permukaan bumi ini, atau dengan perkataan lain dapat disebutkan bahwa “kejahatan 
itu adalah setua dan seumur dengan umat manusia di alam jagad raya ini”, bahkan 
dalam perkembangan selanjutnya dewasa ini suatu peristiwa kejahatan sering 
dilakukan bukan hanya dilakukan oleh satu orang pelaku saja melainkan dilakukan 
oleh lebih dari seorang pelaku yang dilakukan secara bersama-sama.Untuk 
melindungi serta menyelamatkan berbagai macam kepentingan yang ada di dalam 
masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan dan  demi untuk terciptanya kehidupan 
masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera maka diciptakanlah berbagai aturan-
aturan atau norma-norma didalam kehidupan masyarakat yang diantaranya adalah 
norma hukum. Dalam hal ini adalah norma hukum pidana atau yang dikenal sebagai 
hukum pidana. 
Dari rumusan tersebut dapat diuraikan beberapa unsur tindak pidana 
pencurian adalah sebagai berikut: 
 Mengambil barang 
Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil 
barang. Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakan 
tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah 
lazim masuk istilah pencurian apabila seseorang mencuri barang cair, seperti bir, 
membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di 
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bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan 
seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang 
dijanjikan. 
Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak 
diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan 
tipu muslihat, maka yang demikian merupakan tindak pidana penipuan. Jika 
penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku maka hal itu 
merupakan tindak pidana pemerasan (afpersing) jika paksaan itu berupa kekerasan 
langsung atau merupakan tindak pidana pengancaman (afdreiging) jika paksaan ini 
berupa mengancam akan membuka rahasia. Oleh karena sifat tindak pidana pencurian 
adalah merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga. 
Harga barang yang diambil tidak harus bersifat ekonomis. Misalnya barang 
yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain tetapi bagi korban 
barang tersebut sangat dihargai oleh korban sebagai kenang-kenangan misalnya 
beberapa helai rambut seseorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa 
halaman yang disobek dari suatu buku catatan surat biasa. 
Barang yang diambil dapat dimiliki sebagian oleh pencuri yaitu apabila 
merupakan suatu barang warisan belum dibag-bagi dan pelaku adalah salah seorang 
ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak 
dimiliki oleh siapapun (res nullius) misalnya sudah dibuang oleh pemilik. Di 
Amsterdam terdapat suatu laboratorium patologis–anatomi, dimana mayat-mayat 
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manusia sering diperiksa. Kebiasaan seorang pegawai laboratorium disana 
adalah mengambil gigi-gigi emas yang masih ada pada mayat untuk dimilikinya.  
Pada suatu saat perbuatan itu diketahui dan pegawai dituntut di 
muka pengadilan karena melakukan pencurian gigi-gigi emas. Terdakwa 
dalam pembelaannya mengemukakan bahwa mayat-mayat dan gigi-gigi emas 
itu tidak ada pemiliknya, pembelaan ini ditolak oleh Hoge Raad karena para ahli 
waris dan si mati mempunyai wewenang terhadap mayat sedemikian rupa sehingga 
gigi-gigi emas tadi adalah milik para ahli waris. 
 Seluruhnya atau sebagian milik orag lain 
Selain unsru mengambil barang unsur kedua adalah barang yang diambil 
adalah milik orang lain baik itu orang atau subyek hukum yang lain (badan hukum). 
Barang yang diambil tidak hanya barang yang berwujud melainkan juga barang yang 
tidak berwujud sepanjang memiliki nilai ekonomis. 
 Bertujuan untuk dimiliki dengan melanggara hukum 
Unsur yang harus ada pada tindak pidana pencurian adalah memiliki 
barangnya dengan melanggar hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebetulnya 
terdapat suatu kontradiksi antara antara memiliki barang-barang dan melanggar 
hukum. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik dan untuk menjadi pemilik 
suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut 
hukum. 
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Maka sebenarnya, tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan 
melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut 
menjadi pemilik barang. Definisi memiliki barang adalah ari Noyon Lengemeyer 
menjelaskan memiliki barang adalah perbuatan tertentu dari suatu niat untuk 
memanfaatkan barang sesuai dengan kehendak sendiri. Sedangkan menurut Van 
Bemellen menjelaskan memiliki barang adalah melakukan perbuatan yang di 
dalamnya jelas tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi 
satusatunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya. 
Wujud dari memiliki barang bermacam-macam seperti 
menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan 
sering bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak 
mempersilahkan orang lain berbuat untuk berbuat sesuatu terhadap barang itu tanpa 
persetujuannya. Bahkan wujud dari memiliki barang bisa berupa menghancurkan 
barang. seorang pengambil barang mungkin saja ada alasan untuk menghancurkan 
barang itu misalnya untuk dapat menghilangkan sesuatu yang dapat membuktikan 
bahwa dirinya mengambil barang. 
Percurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam  Pasal  362 Kitab 
Undang-undang  Hukum Pidana yang berbunyi: 
  “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, 
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diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana 
denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.  
Melihat dari rumusan Pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan 
pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang 
dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan 
“mengambil". 
Unsur-unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
tentang Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu: 
1. Unsur objektif, terdiri dari: 
a. Perbuatan mengambil 
Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan 
pencurian adalah berupa tindak pidana formil, mengambil adalah suatu 
tingkah laku positif / perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-
gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-
jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, dan 
menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan 
memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Sebagai mana 
dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di 
atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur 
pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan 
pada benda dan berpindahnya kekuasaaan benda itu ke dalam kekuasaannya. 
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Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai 
melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut 
ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat 
dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan 
membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak ( 
kartanegara, 1:52 atau lamintang 1979:79-80 ). Unsur berpindahnya 
kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk 
selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk 
menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari 
arrest hoge raad ( HR ) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa  
“perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun 
ia kemudian melepaskannya karena diketahui”. 
b. Objeknya suatu benda 
Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan 
keterangan dalam memorie van Toelichting (MvT) mengenaai pembentukan 
pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak  (roeren goed). 
Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah 
terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda yang 
kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalahbenda yang 
bergerak dan berwujud saja. 
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c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut 
sebagian atau seluruhnya milik orang lain. 
Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagaian saja, 
sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri.dengan demikian 
pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya 
milik Negara. Jadai benda yang dapat menjadi objek pencurian ini adalah 
benda-benda yang ada pemilikinya. Benda-benda yang tidak ada pemilikinya 
tidak dapat menjadi objek pencurian. 
2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari: 
a. Adanya maksud. 
b. Yang ditujukan untuk memiliki. 
c. Dengan melawan hukum. 
D.  Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak 
Perlindungan adalah pemberian jaminan ketentraman, kesejahtraan dan 
kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang di 
lindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut 
hukum.
22
 Lili rasjidi dan I.B Wyasa putra mengemukakan bahwa hukum dapat di 
fungsikan tidak hanya  mewujudkan kepastian, tetapi  juga jaminan pelindung dan 
keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaftif dan fleksibel, namun juga 
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 Nurini Aprilianda, Perlindungan Hukum Tehadap Tersangka Anak dalam Proses 
penyidikan, Tesis Program Studi ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas 
Brawijaya, Malang, 2001, h .41  
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prediktif dan antisipatif.
23
  Sebagaimana di jelaskan oleh sunaryati Hartono, dapat 
pula di fungsikan untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan 
konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah, oleh karena 
keseimbangan-keseimbangan lama telah mengalami perombankan dan perubahan. 
Hukum terutama di butuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat secara 
social, ekonomi dan politik. 
Menurut philipus M.Hadjon perlindungan hukum suatu kondisi subyektif 
yang mengatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera 
memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum 
yang dijamin dan di lindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisasi 
dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi , khususnya pada 
distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktual. 
Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, dalam sistem hukum 
pidana di Indonesia, Pemerintah menunjukkan itikad baik sebagai implementasi 
dari peratifikasian dari beberapa konvensi Internasional yang berkaitan dengan 
perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, dengan membentuk Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Dimana sebelum adanya undang-undang tersebut telah ada beberapa 
undang-undang sebelumnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
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 Lili Rasyidi dan I.B Wyasa Putra , Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja 
Rosdakarya, Bandung, 1993, h .123 
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tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 merupakan 
hukum acara khusus yang diberlakukan terhadap anak yang bermasalah dengan 
hukum pidana, yang sebelumnya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
Mengenai klasifikasi tindak pidana yang terhadap tindak .pidana yang 
dilakukan terhadap anak, jauh sebelumnya, para penegak hukum menggunakan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Berkaitan dengan peraturan 
perundang-undangan tersebut, maka seharusnya para penagak hukum, juga 
melihat ke belakang kembali. Bahwa masih terdapat undang-undang peraturan 
yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak. 
Dalam perkembangannya, Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak 
ini sering terabaikan dalam praktek penegakkan hukum.Padahal undang-undang 
tersebut belum lah dicabut atau dibekukan keberlakuannya. Mengenai 
perlindungan hukum terhadap anak masih terdapat di dalam beberapa undang-
undang lain, misalnya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Peratifikasian 
Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Anak Untuk Diperbolehkan Bekerja, 
dan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak 
Anak (KHA) (yang disahkan Majelis Umum PBB 20 November 1989) yang 
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merupakan cikal bakal terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. 
Selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas, terdapat pula ketentuan yang 
mengatur mengenai perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan 
seksual khusus yang berada dalam lingkungan rumah tangga, yaitu Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga. 
Dimana pada tanggal 22 September 2004, disahkanlah Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 
yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
95 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
4419. Undang-undang ini merupakan pengaturan secara khusus, di luar KUHP, 
mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang korbannya adalah 
anggota keluarga tersebut. Kekerasan yang dimaksud dalam Undang-undang ini 
termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 yang menyebutkan 
sebagai berikut: 
“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, 
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 
hukum dalam lingkup rumah tangga.” 
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E. Putusan Hakim  
a. Putusan Hakim 
Putusan hakim atau “putusan pengadilan‟‟ merupakan aspek penting 
dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. dalam suatu perkara pidana .Dalam 
suatu perkara putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa dalam hal 
memperoleh kepastian hukum (rechtszekerheids) tentang statusnya. Sedangkan di 
lain pihak, apabila dikaji melalui visi hakim yang  mengadili  perkara, maka 
putusan hakim dapat dikatakana sebagai „‟mahkota‟‟ dan „‟puncak‟‟ pencerminan 
nilai –nilai keadilan, kebenaran hakiki, penguasaan hukum atau fakta secara 
nyata, maupun, factual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari 
hakim yang bersangkutan.
24
 
Kompleksitasnya dimensi dan substansi putusan hakim tersebut ,membuat 
kita sulit memberikan rumusan aktual, memadai dan sempurna terhadap putusan 
hakim. akan tetapi, guna sekedar memberikan batasan terhadap putusan hakim, 
maka berikut di kemukakan pandangan ahli hukum dan batasan menurut 
KUHAP. 
Menurut Leden Marpaung, putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang 
telah di pertimbangkan dan di nilai dengan sebaik-baiknya yang dapat berbentuk 
tertulis maupun lisan.
25
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Adapun menurut KUHAP dalam Bab 1 pasal 1 Angka 11 disebutkan bahwa 
putusan       pengadilan adalah :  
pernyataan hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang 
dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal 
serta menurut  cara yang di atur dalam undang-undang ini.
26
  
b.  Proses dan Dinamika Hakim  Dalam Membuat Putusan 
  Selain proses penemuan kebenaran materil yang susah, proses hakim dalam 
membuat atau menyusun putusan dalam suatu perkara pidana merupakan sesuatu 
yang rumit, kompleks, banyak menyita pikiran ,waktu, dan tenaga. Sebuah proses  
pengadilan (pidana) melibatkan banyak pihak seperti terdakwa 
,saksi,advokat,jaksa,dan  hakim itu sendiri. Interaksi antara faktor-faktor  ini yang 
akan menentukan apakah seorang terdakwah akan di nyatakan bersalah atau tidak . 
sebuah kasus hukum yang di anggap sebagai perbuatan melanggar hukum sangat di 
tentukan oleh para aktor yang terlibat dan memainkan peran dalam proses hukum 
tersebut, terutama hakim. Hakim menjadi penentu akhir dalam proses pengadilan , 
karna dari mereka lahir putusan yang menentukan dan menyatakan terdakwa bersalah 
atau tidak, sehingga layak di jatuhi vonis atau di bebaskan. 
 Beberapa tahapan yang harus di lalui di lakukan oleh hakim dalam proses 
pengambilan putusan melalui: 1) tahap analisis perbuatan yang dilarang dan diancam 
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dengan pidana yang diatur dalam undang-undang ;2) tahan analisis 
pertanggungjawaban pidana, yakni analisis terhadap kesalahan terdakwa apakah 
perbuatan terdakwa dapat di pertanggungjawabkan secara hukum atau tidak;3) tahap 
penjatuhan putusan , yaitu vonis pengadilan yang dapat berupa putusan pemidanaan, 
putusan bebas dari dakwaan,atau putusan pelepasan dari segala tuntutan.
27
 
Pada tahap analisis perbuatan pidana (dalam hal ini tindak pidana korupsi 
),yakni terdakwa tersebut apakah melakukan perbuatan pidana atau tidak, didasarkan 
pada unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal-pasal yang di dakwakan oleh 
jaksa penuntut umum (selanjutnya disingkat JPU). Jika perbuatan terdakwa 
memenuhi rumusan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang di dakwakan, 
maka terdakwa akan di nyatakan bersalah karna terbukti melakukan perbuatan pidana 
yang di dakwakan kepadanya. Jika tidak,maka terdakwa akan di bebaskan dari segala 
dakwaan. 
Langkah selanjutnya adalah jika dari hasil analisis perbuatan pidana tersebut 
seseorang terdakwa di nyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana berdasarkan 
ketentuan hukum pidana, maka langkah berikutnya adalah menganalisis apakah 
terdakwa dapat di nyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang di 
lakukannya. Pada tahap ini di pandang penting adalah orangnya, yaitu kemampuan 
untuk bertanggung jawab. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, harus memenuhi 
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dua syarat, yaitu ;  1) perbuatan itu harus bersifat melawan hukum sebagai sendi 
perbuatan pidana; dan 2) perbuatan yang di lakukan itu harus dapat di 
pertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan.
28
 
Keseluruhan rangkaian dalam membuat atau menyusun suatu putusan oleh hakim 
dapat di ringkas sebagai berikut : 
a. Pertama-tama hakim mempelajari pasal yang di dakwakan JPU dimana pasal-
pasal tersebut berfungsi sebagai hipotesis; 
b. Hakim lalu melakukan verifikasi alat-alat bukti yang di ajukan; 
c. Hakim melalukan subsumsi, yaitu menguji unsur-unsur tindak pidana dengan 
alat-alat bukti yang di ajukan untuk menentukan terpenuhi tidaknya unsure-
unsur tindak pidana yang di dakwakan. Dalam istilah M.Syamsuddin, hakim 
menyusun cerita; 
d. Hakim menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana (menyusun cerita 
berdasarkan fakta-fakta di persidangan); 
e. Hakim menentukan bersalah tidaknya terdakwa. 
Tahapan-tahapan tersebut sebagaimana pada umumnya di lakukan para hakim 
di Indonesia , di tinjau dari segi persfektif psikologi hukum mengandung kelemahan 
yang berakibat pada biasanya putusan hakim. Langkah hakim yang di mulai dari 
mempelajari berkas perkara terlebih dahulu, kemudian menyusun cerita berdasarkan 
fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berakibat pada hakim dalam 
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menyusun cerita akan sangat terpengaruh oleh pasal-pasal perundang-undangan. 
Seharusnya hakim dalam menyusun putusan berawal dari fakta-fakta yang diperoleh 
dari fakta-fakta yang di peroleh dari saksi, dengan menggunakan logika hakim yang 
tidak terpengaruh oleh pasal-pasal. Akan tetapi, pada kenyataannya hakim 
memutuskan terlebih dahulu pasal yang akan di gunakan kemudian baru menyusun, 
sebagaimana ditekankan oleh ahkam jayadi, yang dapat di jadikan motivasi dalam 
membuat pertimbangan hukum secara baik pada setiap putusannya, bahwa hakim 
tidak boleh mengenal kata „‟salah‟‟ karna seseorang hakim bukanlah manusia biasa, 
melainkan, manusia super, khalifah tuhan untuk menegakkan keadilan di muka bumi. 
Lebih lanjut menurutnya, ketika seseorang telah memilih jalur profesi sebagai hakim, 
maka pada saat itu dia telah memeilih untuk masuk kedalam wilayah ke-Tuhanan.
29
 
atas dasar hal tersebut , maka seorang hakim dalam memeriksa dan memeutus suatu 
perkara harus memiliki ilmu selayaknya ilmu yang di miliki tuhan. Artinya, bahwa 
seorang hakim harus memiliki cara pandang yang luas, holistis,komperhensif,dan 
mendalam. Selain itu, sifat pembawaan tugasnya yang menyebabkan ia harus selalu 
,mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-
pertimbangan hukumnya sebagai dasar dari putusannya. 
Untuk lebih mempertajam pertimbangan hukum dalam putusan hakim yang 
secara teoretis mengandung nilai-nilai keadilan dan kebenaran,kiranya para 
hakimperlu lebih mendalami bagaimana system peradilan Eropa Kontinental yang 
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biasa di sebut yang biasa di sebut   Civil law system dan secara  teori dianut  di 
Indonesia . dalam system peradilan Eropa Kontinental, hakim diikat oleh undang-
undang. Hakim tidak terikat secara rigit pada putusan hakim sebelumnya, seperti 
yang berlaku pada system peradilan Common Law melakui asas the binding off 
preseden atau keterikatan hakim pada preseden
30
. Hakim-hakim lain diindonesia  
memang boleh mengikuti putusan hakim sebelumnya pada perkara sejenis, tetapi 
bukan suatu keharusan yangb mengikat, yang dapat dilihat pada pasal 1917 
KUHPerdata bahwa „‟putusan pengadilan hanya mengikat para pihak, tidak 
mengikat hakim lain.‟‟ 
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                                                              BAB III 
                                          METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Dalam penyusunan penelitian ini, digunakan penelitian kualitatif Study Case 
(Studi Kasus). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten barru pada Pengadilan Negeri 
Barru  terhadap beberapa narasumber yang terdiri dari Narapidana anak dan juga 
hakim  yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Pemilihan kabupaten 
barru sebagai objek penelitian dikarenakan kabupaten barru merupakan salah satu 
kabupaten dengan tingkat kriminalitas anak yang tinggi diprovinsi Sulawesi Selatan 
sehingga peneliti menilai kabupaten barru menarik untuk dijadikan fokus objek 
penelitian. Terlebih lagi peneliti sebelumnya telah melakukan PPL (Praktek 
Pengalaman Lapangan) selama 1 Bulan di Lokasi Objek Penelitian sehingga akan 
lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Untuk memecahkan 
permasalahan tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi: 
1. Jenis penelitian. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan 
fokus kajian pendekatan Yuridis-Empiris. Yang dimaksud dengan pendekatan 
yuridis, adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang 
mempergunakan peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat, serta, 
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menganalisis permasalahan, sedangkan metode pendekatan empiris merupakan 
kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. 
2. Lokasi penelitian. 
Sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini, maka yang menjadi lokasi 
penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu di Pengadilan Negeri Barru..  
Adapun alasan mengapa penulis memilih lokasi ini, adalah dikarenakan karena 
menurut penulis dari sisi lokasi ini lebih terjangkau, artinya peneliti akan lebih cepat 
memperoleh data-data yang akurat tentang Perlindungan hukum bagi anak yang 
melakukan tindak pidana pencurian , sehingga menarik untuk diteliti mengenai 
permasalahan tindak kriminalitas anak. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini mengunakan metode penelitian Kualitatif dengan penggunaan 
jenis data Subjek (Self-Report Data).Sedangkan sumber data dari penelitian ini 
adalah data Primer dan Data Sekunder.Data Primer berupa Kata-kata, tindakan subjek 
serta gambaran ekspresi, sikap dan pemahaman dari subjek yang diteliti sebagai dasar 
utama melakukan interpretasi data. Adapun data sekunder yang dihasilkan melalui 
studi pustaka berbagai literatur terkait yang memungkinkan dapat membantu dan 
bermanfaat dalam penelitian. Jenis pendekatan yang diguanakan penulis adalah 
yuridis normatif (Hukum Positif) dan teologi normatif Syar‟i (Hukum Islam), 
pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-
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prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui library research. Penelitian ini 
menekankan pada segi-segi yuridis, dengan melihat dengan peraturan perundang-
undangan, keputusan dan hukum Islam. 
Penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan 
penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas 
hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu 
penelitian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat 
etis.
31
 Pendekatan terhadap hukum yang normatif, mengidentifikasikan dan 
mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang-undang yang 
berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan 
yang berdaulat dan dalam penelitian ini sudah ada pada suatu situasi konkrit. 
C. Sumber data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data pustaka atau library 
research dan data lapangan atau field research. 
Field research atau penelitian lapangan dengan cara-cara seperti interview 
yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan 
tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas 
atas data yang diperoleh melalui angket yang dipandang meragukan. 
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          rch atau penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan 
mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan 
publikasi lainnya. 
D. Metode Pengumpulan Data  
a. Jenis Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif. Kualitatif 
yaitu suatu jenis data yang mengategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan 
data yang mendalam dan lebih bermakna dan juga untuk menambah wawasan dan 
pengetahuan. 
b. Tehnik pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Wawancara  
Penulis mengadakan wawancara dan Tanya jawab langsung dengan pihak 
yang berkompeten memberikan informasi tasa pengamatannya dan 
pengalamannya dalam proses penyelesaian perkara yang berkaitan dengan 
perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana 
pencurian. 
2. Dokumentasi  
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Penulis mengambil data dengan menelaah buku-buku, tulisan-tulisan, 
peraturan perundang-undangan dibidang hukum yang mengatur tentang 
perlindungan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian 
serta data laporan yang ada, bahan- bahan kepustakaan dalam penelitian ini 
mencakup buku, makalah dan artikel-artikel ilmiah. 
Metode dokumentasi adalah suatu metode penelitian yang 
menggunakan dokumen sebagai sumber datanya, dalam metode ini sumber 
informasinya berupa dokumen bahan-bahan tertulis atau tercatat. Dengan 
demikian, peneliti langsung mengambil data yang sesuai dengan kebutuhan 
dan penelitian. Sedangkan pengertian dokumentasi adalah sebuah laporan 
tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pikiran 
peristiwa itu, dan tertulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan 
keterangan mengenai peristiwa tersebut. Dengan adanya dokumen ini dapat 
digunakan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, 
menafsirkan bahkan meramalakan.
32
 
penulis menggunakan metode ini karena  
a) Keterbatan kemampuan dalam meneliti, maka dokumen mempunyai 
peranan yang sangat besar dalam penulisan skripsi ini. 
b) Dengan adanya dokumen maka dapat melengkapi data yang diperoleh 
melalui data lainnya. 
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3. Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisi dan 
mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan 
melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.
33
 
Pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui 
pengamatan terhadap gejala objek yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, 
maka penulis akan melaksanakan observasi dengan maksud agar dapat 
mendekati dan mengetahui permasalahan yang sebenarnya kepada objek 
atau sasaran. 
4. Triangulasi (gabungan) adalah sebagai teknik pengumpulan data yang 
bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 
sumber data yang telah ada.
34
 
E.  Instrumen Penelitian 
Instrumen dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian 
kualitatif, karena data yang diperoleh adalah data deskriptif yang sulit diukur dengan 
angka-angka, yaitu apa yang telah dinyatakan secara lisanatau tertulis juga perilaku 
nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh terutama bertujuan untuk 
mengerti dan memahami gejala-gejala yang diteliti . Adapun alat-alat yang harus 
disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut: 
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1. Pedoman wawancara  
Dalam melakukan wawancara penulis menggunakan dasar dari pedoman 
wawancara untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar 
pertanyaan. 
2. Buku catatan dan alat tulis 
Penulis menggunakan buku catatan dan alat tulis untuk mencatat semua 
percakapan dan jawaban-jawaban yang diperoleh dengan sumber data. 
3. Tape recorder  
Adapun tape recorder, penulis menggunakannya sebagai alat untuk 
merekam semua percakapan atau pembicaraan yang dianggap penting bagi kasus 
yang diteliti dari informan. 
4. Kamera 
Penulis menggunakan kamera untuk memotret hal yang dianggap penting 
dan pembicaraan dengan informan untuk menjadi bukti penelitian ketika 
melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Barru. 
F. Teknik  Pengolahan dan Analisis Data 
a. Pengelolahan Data 
Pengelolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan 
data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode 
pengolahan data dalam penelitian ini adalah: 
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1. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan 
keraguan-raguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara. 
2. Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan 
penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal 
pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap 
data tersebut. 
b. Analisis Data 
Tahap data merupakan tahapan yang sangat menentukan aspek penilaian 
berhasil atau tidak. Menurut Schaltb dan Straus tujuan penafsiran data ada tiga jenis, 
yaitu deskripsi semata-mata, deskripsi kualitatif atau analitik dan deskripsi substantif. 
Penelitian ini bersifat deskripsi kualitatif, yaitu berusaha menggambarkan dan 
menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang 
melakukan tindak pidana pencurian . Analisis deskriptif kualitatif ini dilakukan 
dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu 
analisis interaktif. Dalam analisis ini, data yang diperoleh dilapangan disajikan dalam 
bentuk narasi.
35
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Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah 
yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan 
yang dapat dikelolah, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 
dapat diceritakan kembali. 
G. Pengujian keabsahan data. 
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. maka 
suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat 
memperoleh kesimpulan yang objektif. Artinya bahwa suatu penelitian bila telah 
memenuhi standar objektifiktas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji 
keabsahan data penelitiannya. 
Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil 
penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan 
yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi. 
Teknik triangulasi dalam pengujian penelitian merupakan teknik pengujian 
kredibilitas data yang diperoleh dengan melakukan pengecekan atau perbandingan 
dengan sumber data lainnya, misalnya; triangulasi dengan sumber, triangulasi 
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dengan metode dan triangulasi dengan teori.
36
 Tetapi triangulasi yang dimaksud 
pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Barru 
Kabupaten barru merupakan salah satu kabupaten terbesar di provinsi 
Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk mencapai 159.235 Jiwa. Dengan 
jumlah penduduk sebesar itu maka potensi kriminalitas dikabupaten barru juga 
meningkat khususnya kriminalitas oleh anak, menelisik kebelakang kabupaten 
barru memiliki catatan suram mengenai tingkat kriminalitas oleh anak yang 
meningkat tiap tahunnya hal ini tentunya menjadi kekhawatiran tersendiri. 
Pengadilan negeri barru sebagai salah satu Badan Peradilan, Pengadilan ini 
dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil ketua, yang kedua-
duanya dinamakan pimpinan pengadilan, bertugas dan bertanggung jawab atas 
terselenggarannya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan 
wibawa Pengadilan. 
Pengadilan Negeri barru selaku salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 
dilingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, 
memutus dan menyelesaikan perkara bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya 
dibidang hukum perdata dan pidana. (pasal 2 tahun 2004 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).
37
 
                                                          
37 Pengadilan Negeri Barru, “Tugas pokok dan Fungsi” Situs Resmi PN Barru http://pn 
Barru.go.id  (08 januari 2016). 
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Adapun Visi dan Misi dari Pengadilan Negeri Barru yakni sebagai berikut : 
Visi, Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, dan Misi, Menjaga 
kemandirian badan peradilan,Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan 
kepada pencari keadilan,Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, 
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
38
 
B.  Aspek Hukum Peradilan Anak 
Lahirnya UU Pengadilan Anak menjadi acuan pertama peradilan terhadap 
anak bermasalah, selain itu undang-undang ini ditujukan untuk memperbaiki 
hukum pidana anak di Indonesia, agar putusan pengadilan anak menjadi lebih 
baik dan berkualitas, karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak 
di masa yang akan datang. Apabila dikaji dasar pertimbangan sosiologis maupun 
filofofis dibentuknya UU Pengadilan Anak, antara lain karena disadari bahwa 
anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta sebagai 
sumber daya insansi bagi pembangunan nasional. Atas dasar hal itu, terhadap 
anak diperlukan pembinaan yang terus menerus baik fisik, mental, maupun 
kondisi sosialnya, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan 
membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Termasuk, munculnya 
fenomena penyimpangan perilaku di kalangan  anak, bahkan perbuatan melanggar 
hukum yang dapat merugikan baik bagi dirinya sendiri, maupun masyarakat. 
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 Pengadilan Negeri Barru”Visi dan Misi,Situs resmi PN Barru http:/www.pn-
Barru,go.id/Visi_Misi.html (18 januari 2017) 
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Namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwa munculnya UU Pengadilan 
Anak bukanlah menandakan adanya institusi baru dalam dunia peradilan. Tidak 
seperti halnya pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).
39
 ataupun 
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) merupakan institusi yang terpisah 
berdasarkan Undang-undang khusus.
40
 
Pendapat Penulis ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 UU Pengadilan 
Anak yang menegaskan sebagai berikut: 
“Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di 
lingkungan Peradilan Umum.” 
Dan pula termuat dalam Pasal 3 UU Pengadilan Anak yang menegaskan 
sebagai berikut: 
“Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan 
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana 
ditentukan dalam Undang-undang ini.” 
Melihat dari penyebutan istilah Sidang Anak sebagai representatif dari Sidang 
Pengadilan Anak, hal tersebut menandakan bahwa walaupun Undang-Undangnya 
tersebut menggunakan penamaan „Pengadilan Anak‟, namun bukan berarti ada 
institusi khusus pengadilannya, namun Undang-undang tersebut sejatinya hanya 
                                                          
39
 Dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi (TIPIKOR) 
40
 Dibentuk dengan Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) 
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merupakan Undang-undang yang memuat hukum acara dari suatu proses peradilan 
anak. 
UU Pengadilan Anak hanya menampilkan secara simbolis adanya Hakim 
Anak menandakan keberadaan Pengadilan Anak, namun secara institusi TIDAK 
ADA. Oleh karena tindak pidana yang pelakunya adalah anak, maka sesuai 
Penjelasan Pasal 27 UU Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Anak itu berada di 
bawah Badan Peradilan Umum. Jadi yang diatur secara istimewa dalam UU 
Pengadilan Anak itu hanyalah masalah acara sidangnya yang berbeda dengan acara 
sidang orang dewasa. Dengan demikian kewenangan mutlak (Kompetensi Absolut) 
Pengadilan Anak, ada pada peradilan umum.
41
 
Sepanjang perjalanan UU Pengadilan Anak mulai dari tahun 1997 hingga 
2012, telah banyak kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh para pegiat LSM 
Perlindungan Anak, dimana di dalam prakteknya UU Pengadilan Anak tidak 
sepenuhnya merupakan Undang-undang yang bersifat lex specialist dikarenakan 
terdapat beberapa bagian hukum acaranya masih mengacu kepada KUHAP. Sehingga 
semangat pembaharuan hukum (legal reform) dalam peradilan anak menjadi tidak ada 
perubahan yang signifikan dalam proses peradilan anak.
42
 
Sehingga bergulirlah wacana untuk meng-amandemen UU Pengadilan Anak. 
Setelah melalui pembahasan lama  di DPR, Rancangan Undang-Undang (RUU) 
                                                          
41
 Darwin Prinst, Op. Cit., hlm. 13 
42
 Penulis berpendapat bahwa sistem peradilan tersebut merupakan satu kesatuan rangkaian 
proses mulai dari proses penyidikan di Kepolisian hingga eksekusi putusan pengadilan. 
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Sistem Peradilan Anak akhirnya disahkan dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR 
Senayan,Jakarta, pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2012 menjadi Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (untuk selanjutnya disebut UU 
SPA). 
Dari sisi penamaan, UU SPA lebih jelas bermakna bahwa Undang-undang 
tersebut merupakan pengaturan secara formil atau hukum acara dalam proses 
peradilan pidana dimana anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini kemudian justru 
memperjelas bahwa di Indonesia memang belum memiliki institusi khusus 
Pengadilan Anak. Sehingga dalam memproses anak sebagai pelaku tindak pidana 
tidak lagi mengacu kepada KUHAP. 
C. Data Jumlah Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Anak Di kabupaten 
Barru 
Meskipun tidak ada kejelasan mengenai proses yang pasti dalam menangani 
kasus anak dikarenakan tidak adanya intitusi tersendiri dalam dunia peradilan 
Indonesia yang khusus manangani kasus anak namun hal tersbut tidak membatasi 
ruang dalam penerapan UU SPA yang telah disahkan pada tahun 2012 terkait 
penanganan terhadap kriminalitas oleh anak. UU SPA sendiri telah melewati 
perjalanan panjang hingga mencapai tahap seperti sekarang ini, namun hal tersebut 
dinilai belum cukup karena masih ada kritik disana sini terkait penerapannya 
khususnya dari beberapa LSM pemerhati anak sehingga harus ada peningkatan 
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dimana UU ini perlu mendapat perhatian lebih dalam pembahsan di dewan 
legislative.  
Perubahan zaman yang tak dapat terbendung, Perkembangan pesat tehnologi,  
dan akulturasi serta penyerapan budaya yang tak ter-Filter dengan baik menyebabkan 
potensi kriminalitas juga ikut meningkat. Anak menjadi sasaran empuk perubahan 
budaya tersebut, anak yang masih dalam tahap berkembang cenderung memiliki 
emosi tak terkontrol sehingga menyebabkan penyerapan akulturasi tidak dicerna 
dengan baik sehingga impact dari perubahan budaya yang tak bersahabat tersebut 
menyebabkan potensi kriminalitas yang sebenarnya pemikiran bahkan tindakan yang 
tak sesuai dengan umurnya tersebut hanya mapu dilakukan oleh orang yang sudah 
memiliki penangan emosi yang matang. 
Namun melihat kondisi dewasa ini, hal tersebut seakan menjadi ketimpangan 
yang lazim terjadi dimasyarakat, padahal seharusnya pemerintah dan orang tua resah 
dengan hal tersebut. Peningkatan kasus kriminalitas oleh anak menjadi point penting 
tersendiri yang harus masuk pada program kerja pemerintah, mengingat anak adalah 
masa depan bangsa garis turunan langsung penerus estafet pemerintahan negri ini.  
Kabupaten barru menjadi salah satu kabupaten dengan tingkat kiminalitas 
anak tertinggi di provinsi Sulawesi selatan, tercatat pada tahun 2015-2016 kasus 
kriminalitas anak mencapai masing-masing 16 kasus dan yang terparah pada tahun 
2017, di semester awal tahun 2017 saja sudah tercatat 13 kasus kriminalitas oleh anak 
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sehingga hal ini tentunya menjadi sangat menghawatirkan. Berikut data lengkap 
catatan kasus kriminalitas oleh anak dikabupaten barru. 
Tabel 4.1 
Data Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Barru Tahun 
2014-2017 
 
NO 
 
Jenis Tindak Pidana 
Tahun 
2014 
Tahun 
2015 
Tahun 
2016 
Tahun 
2017 
1. Penganiayaan 8 9 4 4 
2. Pengeroyokan 3 - 1 4 
3. Anirat - - - - 
4. Pemerkosaan - - - - 
5. Persetubuhan dengan anak dibawah umur - 1 - - 
6. Pencabulan - - - - 
7. Pencurian 2 5 6 4 
8. Curanmor - - - - 
9. Pengrusakan - - 2 1 
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10. Pencemaran Nama baik - - - - 
11. Penipuan - - 1 - 
12. Pengancaman - 1 - - 
13. Aborsi - - 1 - 
14. Membawa lari perempuan tanpa izin orang tua - - 1 - 
15. Kejahatan Terhadap Kesusilaan - - - - 
                     Jumlah 11 16 16 13 
Sumber: Data Pengadilan Negeri Barru Januari 2017 
Dari data diatas dapat kita lihat bahwa masih banyak anak yang kemudian 
melakukan tindak pidana baik pencurian maupun penganiayaan dan sebagainya. 
Tentunya dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  
Peradilan Pidana Anak, menyupayakan penyelesaian tindak pidana oleh anak melalui 
diversi dengan pendekatan restorative justice. 
Dengan adanya aturan ini juga diharapakan mampu untuk member rasa 
keadilan bagi pihak korban maupun pelaku tindak pidana. Selain itu dapat 
mempercepat proses penyelesaian perkara karena kasus dapat tidak dilanjutkan ke 
tahap penuntutan jika proses diversi berhasil mendapatkan kesepakatan antar pihak.  
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Penanganan kasus hukum terkait kriminalitas oleh anak dimulai dengan 
melakukan proses pengajuan diversi dimana pihak pengadilan negeri menyediakan 
pihak yang bertindak selaku fasilitator dimana fasilitator tersebut menjadia media 
perantara anatara pihak terdakwa dan pihak korban untuk melakuakan mediasi terkait 
kasus tersebut. 
D.  Bagaimana bentuk penerapan undang-undang perlindungan anak 
terkait tindak   pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur 
Seperti yang kita ketahui bersama, tindak pidana pencurian  terhadap anak 
sudah semakin sering kita dengar baik didalam surat kabar maupun lewat media-
media lain. Penerapan undang undang perlindungan anak sudah efektif berjalan di 
pengadilan barru sudah ada beberapa kali perkara di diversikan, karna dipengadilan 
sendiri hakim yang menyidangkan perkara anak harus memiliki sertifikasi anak 
,kalau belum ada biasa di ambil alih ketua atau ketua biasa menunjuk tapi yang 
diutamakan adalah yang mendapatkan sertifikasi biasanya disetiap pengadilan ada 
minimal satu orang karna hakimnya tunggal kecuali kalau perkara yang menarik 
perhatian masyarakat bisa majelis tapi kebanyakan tunggal, misalnya kalau perkara 
anak itu hakim berfikir lebih baik menyelamatkan jiwa,atau psikologis anak itu lebih 
baik diselamatkan dari pada dia masuk kepenjara karna di penjara sendiri itu sekarang 
sudah bukan tempat yang nyaman dan banyak perkara-perkara apalagi kayak perkara 
narkoba terus perkara-perkara kayak pencabulan dan takutnya nanti terjadi hubungan 
kontaminasi pengaruh dan ketika masuk rutan berbahayanya kalau sampai ada 
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komunikasi dia bisa terpengaruh.
43
 Berdasarkan uu No 11 tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) anak yang berhadapan dengan hukum para 
penegak, termasuk hakim untuk melaksanakan diversi pada kasus anak yang anak 
sebagai pelaku tindak pidana dengan syarat tertentu. Proses ini bertujuan untuk 
menentukan tanggung jawab dan program rehabilitasi seperti apa yang sesuai dengan 
kebutuhan ABH tanpa membawa ABH ke proses pengadilan pidana yang formal. 
Melalui proses diversi, korban juga mendapatkan pemulihan dang anti rugi yang 
selama ini jarang bisa di dapatkan oleh korban karna peradilan pidana formal hanya 
menitikberatkan pada hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa.
44
 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sugiri 
Wiryandono,SH,M.Hum Selaku Hakim Pengadilan Negeri Barru Mengatakan bahwa 
Upaya diversi wajib dilakukan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
45
 
Namun sejak berlakunya adanya PERMA no 4 Tahun 2014 tentang pedoman 
pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak sampai saat ini belum 
terdapat kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak kemudian dilakukan diversi di 
pengadilan Negeri Barru. Semua kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak 
dilakukan diversi di kepolisian dan kejaksaan dan memperoleh hasil kesepakatan. 
Pengadilan Negeri Barru sampai saat ini, hanya melakukan penetapan hasil 
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 Sugiri Wiryandono,S.H.M.Hum (34 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Barru, Wawancara, 
31 Januari 2017 
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 Sugiri Wiryandono,S.H.M.Hum (34 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Barru, Wawancara, 
31 Januari 2017 
45
 Sugiri Wiryandono,S.H.M.Hum (34 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Barru, Wawancara, 
31 Januari 2017 
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kesepakatan diversi dari kepolisian dan kejaksaan terhadap tindak pidana  yang 
dilakukan oleh anak.
46
 
E.  Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan  
terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak (Studi      
putusan No.01/Pid.Sus/2016.PNBR) diPengadilan Negeri Barru 
1. Identitas Terdakwa  
A. Terdakwa 1: 
       Nama lengkap  : ZAHRI Bin KASMAN KADIR 
       Tempat lahir  : Makassar 
       Umur / Tanggal lahir : 15 Tahun / 07 September 2000 
       Jenis kelamin  : Laki-lak 
       Kebangsaan  : Indonesia 
       Tempat  tinggal : Jl Pramuka Jampue Kelurahan Tuwung  
  Kec Barru Kab.Barru 
       Agama   : Islam 
       Pekerjaan   : - 
       Pendidikan  : SMP (Tidak tamat) 
B. Terdakwa 11 : 
Nama   : NURFAIZI ISLAMY Alias FAIZI Bin 
 AHMAD AMIRUDDIN 
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 Sugiri Wiryandono,S.H.M.Hum (34 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Barru, Wawancara, 
31 Januari 2017 
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       Tempat lahir  : Poso 
       Umur / tanggal lahir : 15 Tahun /  22 Agustus 2000 
       Jenis kelamin  : Laki-laki  
       Kebangsaan  : Indonesia 
       Tempat tinggal  : Jl Kamboja Kelurahan Sumpang  
     Binangae Kec barru kab Barru  
       Agama   : Islam 
       Pekerjaan   : - 
       Pendidikan  : SMP (tidak tamat)  
2. Posisi Kasus  
Bahwa mereka Terdakwa 1 ZAHRI KADIR ( Selanjutnya disebut Terdakwa 
ZAHRI) dan Terdakwa 2 NURFAIZI ISLAMY Alias FAIZI Bin AHMAD 
AMIRUDDIN (Selanjutnya disebut Terdakwa NURFAIZI ), pada hari kamis 
tanggal 14 April 2016 , sekitar  jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu 
lain dalam tahun 2016 , bertempat di ruang kantor keuangan bagian umum 
pemerintah daerah Kabupaten Barru Jl Sultan Hasanuddin kelurahan tuwung 
kecamatan barru Kabupaten Barru atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Barru , mengambil satu barang berupa 1(satu) 
unit Laptop merk Asus warna laptop merk Compaq warna hitam type 15 inchi yang 
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi irsan ilham 
dan kantor keuangan bagian umum pemerintah daerah Kabupaten Barru , dengan 
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maksud untuk di miliki secara melawan hukum , yang dilakukan oleh dua 
orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh para terdakwa dengan 
cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :  
Berawal pada saat terdakwa ZAHRI bersama dengan terdakwa NURFAIZI, 
menuju kantor Keuangan Bagian Umum (Pemda Barru) untuk online dengan 
mengendarai motor Yamaha Vega R2 No. Polisi DD 3431 AS melalui pintu 
belakang dan sesampainya di kantor keuangan Bagian Umum (Pemda Barru), 
kemudian saat terdakwa ZAHRI mencari kunci ruangan diatas pantilasi Pintu yang 
sebelumnya telah mengetahui tempat kunci karna biasa diajak oleh paman terdakwa 
ZAHRI ke kantor tersebut. Setelah memasuki ruangan, terdakwa NURFAIZI 
membuka salah satu laci meja dan mengambil 1 unit Laptop Merk Compaq warna 
hitam 15 Inchi berserta Charger sedangkan terdakwa Zahri mengambil 1 unit 
Laptop Merk ASUS warna biru Silver beserta Charger yang di bawah tumpukan 
buku dalam ruangan tersebut. Selanjutnya terdakwa ZAHRI dengan terdakwa 
NURFAIZI membawa masing-masing Laptop tersebut yang di sembunyikan di 
dalam baju lalu meninggalkan kanto Keuangan Bagian Umum (Pemda Barru).  
Selanjutnya pada saat terdakwa NURFAIZI dengan terdakwa ZAHRI sampai 
Islamic Centre, dimana terdakwa ZAHRI menyerahkan Laptop Merk ASUS warna 
biru silver beserta charger kepada terdakwa NURFAIZI untuk di jual. Selanjutnya 
terdakwa NURFAIZI menjual 1 unit Laptop Merk Compaq warna hitam 15 Inchi 
beserta charger melalui saksi SYARIF ALAM SYAM, dimana Laptop tersebutdi 
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jual pada saksi Lk. ANTO (DPO) seharga Rp.700.000-, (Tujuh ratus ribu rupiah) 
dan unit Laptop Merk ASUS warna Biru Silver beserta charger di jual pada saksi 
MUSTABSYIR dengan harga Rp.1.500.000-,(Satu juta lima ratus Ribu Rupiah). 
Akibat perbuatan Terdakwa ZAHRI dan terdakwa NURFAIZI mengambil 
barang berupa 1 Unit Laptop Merk Compaq warna hitam 15 Inchi beserta Charger 
milik kantor keuangan bagian umum pemerintah daerah kabupaten Barru dan unit 
Laptop Merk ASUS warna biru Silver beserta charger milik saksi IRSAN ILHAM 
sehingga mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000-,(lima juta Rupiah) , 
selanjutnya Terdakwa ZAHRI dan terdakwa NURFAIZI diproses  dan di mintai 
keterangan lebih lanjut di kantor Kepolisian Resor Barru. 
 Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam 
Pasal 363 ayat  
(1) Ke - 4 KUH Pidana .-----------------------------------------------------------    
3. Pertimbangan Hukum Hakim  
Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada pendakwaan Jaksa Penuntut 
Umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat 
dipidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili 
perkara Nomor.01/Pid.Sus/2016.Pr.Barru ini, setelah mendengar keterangan-
keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti , disimpulkan bahwa antara 
satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan,maka memperoleh 
fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut: 
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a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa 
pulang menuju kantor keuangan Bagian Umum (Pemda Barru) untuk online 
dengan mengendarai motor Yamaha Vega R2 No.DD 3431 AS 
b. Bahwa saat itu terdakwa  masuk melalui pintu belakang dan sesampainya 
dikantor keuangan Bagian umum kemudian  terdakwa mencari kunci ruangan 
diatas pentilasi pintu yang sebelumnya  
c. Bahwa setelah itu terdakwa mengetahui tempat kunci karna biasa diajak oleh 
paman terdakwa ZAHRI  ke kantor tersebut 
d. Bahwa setelah memasuki  ruangan ,terdakwa NURFAIZI membuka salah satu 
laci meja  dan mengambil 1 Unit Laptop Merk Compaq warna hitam 15 Inch 
beserta Charger 
e. Bahwa setelah itu terdakwa ZAHRI mengambil 1 Unit Laptop Merk Asus warna 
biru Silver beserta Charger yang berada dibawah tumpukan buku dalam ruangan 
tersebut, 
f. Bahwa setelah itu terdakwa ZAHRI dengan terdakwa NURFAIZI membawa 
masing-masing Laptop tersebut yang disembunyikan didalam baju lalu 
meninggalkan kantor keuangan bagian umum (Pemda Barru). 
Pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan pada tindak pidana 
pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 
01/Pid.Sus/2016.Pr.Barru, berdasarkan beberapa pertimbangan. Majelis Hakim 
memeriksa dan mengambil keputusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah 
hakim membaca surat dakwaan tersebut, maka hakim belum bisa mengambil 
putusan karena hakim belum bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa 
melakukan tindak pidana tanpa berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis. 
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Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap 
perkara Nomor 01/Pid.Sus/2016.Pr.Barru adalah: 
a. Majelis Hakim mempertimbangkan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum 
b. Majelis hakim mempertimbangkan Keterangan saksi-saksi yaitu: saksi korban 
Syarif Alam Syam, saksi Mustabsyir, saksi Irsan Ilham 
c. Majelis hakim mempertimbangkan Keterangan terdakwa yaitu: Zahri bin Kasman 
Kadir dan Nurfaizi Islamy Alias Faizi bin Ahmad Amiruddin 
d. Adanya suatu alat bukti 1 unit laptop merk Compaq warna hitam 15 inchi beserta 
charger, 1 unit laptop merk asus warna biru beserta charger. 
Majelis hakim menghubungkan antara keterangan saksi-saksi, keterangan 
terdakwa dan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, karena persesuaiannya 
antara satu sama lain, hakim telah memperoleh petunjuk yang satu sama lainnya 
saling berhubungan, yang juga merupakan bukti yang cukup mengenai perbuatan 
terdakwa.  
Majelis hakim menimbang bahwa anak tersebut dihadapkan dipersidangkan 
dengan dakwaan, yaitu : melanggar Pasal 82 Undang-undang  Republik Indonesia 
nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang Republik 
Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dakwaan  
Pasal 81 ayat (2) 82 Undang-undang  Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak  Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Oleh karenanya Hakim akan 
mempertimbangkan Dakwaan  terlebih dahulu; 
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Selain alat bukti, hakim juga melihat pertimbangan yuridis. Adapun 
pertimbangan yuridis hakim yaitu unsur-unsur Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di 
persidangan: 
a. Mengambil suatu barang : 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil suatu barang” adalah 
mengambil barang”, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat 
mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. 
Menimbang bahwa yang dimaksud itu adalah berupa 1 unit laptop merk asus 
warna biru silver beserta charge dan pembungkus laptop merk asus warna hitam dan 
satu unit laptop merk Compaq warna hitam type 15 inchi. 
b. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain  
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain adalah milik saksi irsan ilham dan kantor keuangan 
umum pemerintahan daerah kabupaten barru. 
c. dengan maksud untuk untuk dimiliki secara melawan hukum, yang 
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 
Hakim berpendapat bahwa perbuatan anak tersebut telah terbukti secara sah menurut 
hukum dan selama prses persidangan berdasarkan bukti-bukti yang cukup (bewijs 
minimum) telah memberikan keyakinan kepada hakim mengenai kesalahan Anak 
tersebut, sehingga terhadap si Anak itu harus dinyatakan bersalah melakukan tindak 
pidana pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-undang  Republik 
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Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan  
Penuntut Umum. 
Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak menerima Penetapan dari ketua 
Pengadilan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Hakim tentang 
Kesepakatan Diversi, maka berdasarkan Pasal 52 ayat(5) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak No Pasal 6 
ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 
tentang pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan 
karna semua ini kesepakatan Diversi telah dilaksanakan oleh para Pihak, maka Hakim 
Anak perlu menerbitkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara.  
Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradailan Anak Pasal 6 ayat (5) Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-Undangan 
lain yang bersangkutan. Dan menetapkan proses perkara dihentikan. 
Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 bertempat di ruang 
mediasi Pengadilan Negeri Barru  di hadapan Fasilitator Diversi NURLELY,S.H. dan 
pihak-pihak terkait dalam proses diversi Perkara Anak Nomor 01/PID.SUS 
ANAK/2016/PN.BR. telah di capai kesepakatan diversi dengan ketentuan-ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Bahwa ZAHRI BIN KASMAN KADIR, NURFAIZI ISLAMY 
ALIAS FAIZI BIN AHMAD AMIRUDDIN sebagai Anak dan IRSAN 
ILHAM SEWANG sebagai korban telah membuat Surat Pernyataan 
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Damai. Tanggal 26  Mei 2016. Yang ditandatangani oleh ZAHRI 
BIN KASMAN KADIR dan NURFAIZI ISLAMY ALIAS FAIZI BIN 
AHMAD AMIRUDDIN, IRSAN ILHAM SEWANG, Orang tua Anak 
dari Zahri Bin Kasman yaitu HASNIAR dan diketahui oleh Kelurahan 
Sumpang Binangae adalah A.MUSTAFA P.S.SOS. 
    b  Bahwa karena ZAHRI BIN KASMAN KADIR dan NURFAIZI    
ISLAMY ALIAS FAIZI BIN AHMAD AMIRUDDIN adalah Anak-
Anak yang putus sekolah dan persetujuan dari orang tua / wali dari 
anak-anak tersebut maka akan diikutsertakan Pembinaan kepada anak 
ZAHRI BIN KASMAN KADIR akan dimasukkan ke dalam Panti 
Asuhan AL-MUNAWWARAH yang terletak di Jl. Poros Mks-Pare, 
Bottoe Kec. Tanete Rilau dan Anak NURFAIZI ISLAMY ALIAS 
FAIZI BIN AHMAD AMIRUDDIN akan di masukkan ke dalam Panti 
Asuhan AL-QASIMIYAH MADELLO yang terletak di Madello, Kec. 
Balusu, Kab.Barru yang masing-masing lamanya Pembinaan selama 3 
(tiga) bulan, hal ini sebagaimana rumusan Pasal 11 huruf c Undang –
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak sehingga agar nantinya anak-anak ini dapat di ajarkan hal positif 
dan tidak ketinggalan mata pelajaran dan ilmu pengetahuannya kelak. 
                                                 MENETAPKAN 
1. Mengabulkan permohonan Hakim Anak; 
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan diversi; 
3. Memerintahkan Hakim Anak untuk mengeluarkan penetapan penghentian 
pemeriksaan; 
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4. Memerintahkan pengadilan Negeri Barru untuk bertanggung jawab atas 
barang butki sampai kesepakatan diversi di laksanakan selurunya ; 
5. Menetapkan barang bukti di kembalikan kepada yang berhak dalam hal 
dalam kesepakatan diversi dilaksanakan selurunya; 
6. Memerintahkan Panitera Pengganti menyampaikan salinan penetapan ini 
kepada penyidik anak, Penuntut Umum, Pembimbing kemasyarakatan, orang 
tua dan wali anak, serta korban; 
 
F. Analisis Penulis 
 Putusan hakim bagi masyarakat diharapkan dapat mencerminkan keadilan, 
akan tetapi persoalan keadilan selalu dibenturkan dengan  kepentingan individu para 
pencari keadilan, sehingga hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan atau  
kekalahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan memiliki sifat yang abstrak, 
tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka 
memaksimalkan tujuan hukum dan juga memenuhi rasa keadilan.Suatu proses 
keadilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan 
sanksi pidana (pemidanaan) dan di dalam putusan itu majelis hakim menyatakan 
pendapatnya tentang yang telah dipertimbangkan dan yang menjadi amar putusannya. 
Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, maka penulis melakukan 
wawancara namun tidak melakukan wawancara langsung dengan hakim yang 
memutus perkara ini hal ini dikarenakan yang bersangkutan tidak berada ditempat 
dan sulit di hubungi. Penulis hanya melakukan wawancara dengan salah satu hakim 
di Pengadilan Negeri Barru yang pernah menangani perkara anak, yaitu Suguri 
71 
 
Wiryandono,S.H.M.Hum
47
, untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan-
pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap anak. Beliau 
memberikan gambaran secara umum terhadap kasus yang penulis angkat dan 
menyatakan bahwa: 
Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harusmempertimbangkan hal-hal 
seperti keterangan para saksi danterdakwa, surat dakwaan, tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum dan sebagainya. Semua itu membutuhkan perhatian dan 
membutuhkan kejelian dalam menggali fakta-fakta sehingga hakim 
dapatmemperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan bagisemua 
pihak. 
Putusan hakim sangat berkaitan dengan hal-hal mengenai pendapat atau 
pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta, alat bukti dipersidangan serta keyakinan 
hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam 
menjatuhkan putusan. 
Berdasarkan putusan No.1/pid.Sus/2016.Pnbr. Barru yang diteliti oleh penulis 
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alat bukti yang 
sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti didapatkan selama 
persidangan berlangsung yang bila semuanya saling dihubungkan ditemukan fakta-
fakta yang menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum telah terpenuhi sehingga memberikan keyakinan kepada hakim bahwa Zahri 
dan Faizi adalah pelaku dari tindak pidana Pencurian. 
Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka hakim juga harus 
mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang 
meringankan terdakwa, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam 
                                                          
47Suguri Wiryandono,S.H.M.Hum (42 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Barru, 
Wawancara, Sungguminasa, 03 maret 2017.  
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menjatuhkan putusannya. Faktor yang meringankan merupakan refleksi dari sifat baik 
yang dimiliki oleh terdakwa pada saat persidangan berlangsung dan faktor yang 
memberatkan merupakan refleksi dari akibat dari perbuatan terdakwa. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Bentuk penerapan undang-undang perlindungan anak terkait tindak pidana 
yang dilakukan oleh anak (Studi putusan No.01/Pid.Sus/2016.PNBR) di 
Pengadilan Negeri Barru yaitu Berdasarkan uu No 11 tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sudah efektif berjalan di 
pengadilan barru sudah ada beberapa kali perkara di diversikan. Namun sejak 
berlakunya adanya PERMA no 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan 
diversi dalam sistem peradilan pidana anak sampai saat ini belum terdapat 
kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak kemudian dilakukan diversi di 
pengadilan Negeri Barru. Semua kasus tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak dilakukan diversi di kepolisian dan kejaksaan dan memperoleh hasil 
kesepakatan. 
2. Dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap tindak 
pidana pencurian yang dilakukan oleh anak (Studi putusan 
No.01/Pid.Sus/2016.PNBR) di Pengadilan Negeri Hakim anak dalam porsinya 
sebagai eksekutor di dalam persidangan harus menelisik dan menilai dengan 
baik kasus anak yang bermasalah dengan hukum. Diversi menjadi pilihan 
utama sekaligus mediasi dalam menangani antara pihak terdakwa dan pihak 
korban. 
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B. Implikasi Penelitian 
1. Perlu adanya upaya pengkajian lebih dalam terhadap proses penyelesaian 
perkara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum agar dalam proses 
penuntutan dan penjatuhan hukuman agar sanksi yang diterima oleh pelaku 
bisa memberi efek jera, namun tidak mengabaikan hak-hak pelaku yang 
merupakan anak terutama dari aspek penerapan hukum pidana materil. 
2. Dalam mengambil keputusan hakim hendaknya mempertimbangkan aspek 
aspek kerugian yang dialami oleh korban agar dalam penjatuhan hukuman 
terhadap pelaku dapat memberikan efek jera bukan hanya terhadap pelaku 
akan tetapi dapat menjadi pelajaran bagi orang lain, hal ini dikarenakan dalam 
beberapa putusan yang dikeluarkan oleh hakim cenderung mengeyampingkan 
hal-hal yang memberatkan terdakwa sehingga kerap kali putusan yang 
dikeluarkan jauh dari apa yang semestinya. 
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Lampiran 1. 
Daftar Pertanyaan 
1. Menurut bapak perlindungan anak itu apa? 
2. Menurut bapak tindak pidana itu apa? Contohnya  
3. Bagaimana pertimbangan hakim kepada anak yang melakukan tindak pidana? 
4. Bagaimana cara mencegah, agar anak jauh dari tindakan pidana? 
5. Apa undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum ? 
6. Bagaimana penerapan hukum terhadap undang-undang perlindungan anak 
yang melakukan tindak pidana ? 
7. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap 
tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak? 
 
 
 
Samata, 07 Juli 2017 
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